





1.1 Latar Belakang 
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan publik yang 
memuaskan bagi setiap warga negara.Kualitas pelayanan publik yang disediakan 
oleh pemerintah sangat menentukan cepat atau lambatnya perkembangan suatu 
negara. Kualitas pelayanan publik juga merupakan cerminan dari sebuah kualitas 
birokrasi pemerintah (Yogi dan M. Ikhsan, 2006). Jika kualitas pelayanan publik 
yang disediakan oleh pemerintah memuaskan, maka negara akan berkembang 
lebih maju. Menurut Sinambela (2006), kepuasan kualitas pelayanan publik dapat 
diukur dari:  
a) transparansi, dimana pelayanan diharapkan bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses pihak yang membutuhkan, tersedia secara memadai dan 
mudah dimengerti. 
b) akuntabilitas, dimana pelayanan dipertanggungjawabkan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
c) kondisional, dimana pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada 
prinsip efiensi dan efektivitas. 
d) partisipasif, dimana pelayanan yang diberkan dapat mendorong masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi 
dan kebutuhan masyarakat.  
e) kesamaan hak, dimaa dalam memperoleh pelayanan tersebut tidak ada 
diskriminasi baik dari aspek suku, ras, agama dan status sosial yang lainnya. 
f) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 
aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan.  
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Kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah masyarakat tidak puas dengan 
kualitas layanan publik yang ada. Dwiyanato (2002) dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa kinerja pelayanan birokrasi publik masih rendah, praktik 
korupsi dalam pemerintahan dan dalam pelayanan publik masih terus 
berlangsung, bahkan dengan skala dan pelaku yang semakin meluas, keinginan 
masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien serta responsif 
akuntabel masih sangat jauh dari yang diharapkan. 
Hasil survei yang dilaksanakan oleh Transparency International yang 
menyebutkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia sejak 
tahun 1999 sampai 2015 bergerak dari skor 19 sampai ke  36 dari skala skor 
Indeks Persepsi Korupsi 100 (very clean) sampai 0 (highly corrupt). Hal ini 
menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia semakin 
meningkat dari tahun ke tahun  sejak tahun 1999 sampai 2015. Dibandingkan 
dengan IPK negara lain di duniadiketahui bahwa  tingkat korupsi di Indonesia 
tergolong sangat tinggi karena skor Indeks Persepsi Korupsinya jauh di bawah 
dari skor 100 yaitu skor untuk negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan hasil 
survei, pada tahun 2012 Indonesia memperoleh peringkat 118 dari 176 negara 
dengan skor 32, pada tahun 2013 memperoleh peringkat 114 dari 177 negara 
dengan skor 32, pada tahun 2014 memperolehperingkat 107 dari 175 negara 
dengan skor 34, dan pada tahun 2015 memperoleh peringkat 88 dari 167 negara 
dengan skor 36. 
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah uang 
negara yang telah disetor ke kas negara/daerah/Badan Usaha Milik Negara 
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(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP) dari hasil kasus tindak pidana korupsi (TPK) dan gratifikasi pada 
tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah sebesar Rp358.925.997.686,00 dengan 
rincian PNBP dari hasil kasus TPK sebesar Rp352.363.874.066,00 dan gratifikasi 
sebesar Rp6.562.123.620,00. Selain itu, diketahui bahwa pada tahun 2012 sampai 
dengan 2014 terdapat perkara TPK yang melibatkan instansi Pemerintah sebanyak 
90 perkara, melibatkan pihak swasta sebanyak 55 perkara dan pihak lainnya 
sebanyak 18 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa perkara TPK yang telah 
ditangani KPK sebagian besar di dalam lingkup instansi Pemerintah. Lebih lanjut 
diketahui bahwa berdasarkan data penanganan kasus korupsi oleh KPK kegiatan 
penindakan korupsi pada tahun 2015 meningkat dibandikan pada tahun 2014 yaitu 
sebesar 281 kegiatan penindakan pada tahun 2015 dan 274 kegiatan penindakan 
pada tahun 2014. 
Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa total kasus 
korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan selama 2010-2015 berjumlah 3.042 
kasus dengan total tersangka sebanyak 6.733 orang dan nilai kerugian negara 
Rp33,2 triliun serta nilai suap Rp999,6 miliar. Kerugian negara yang paling 
mencengangkan adalah Korupsi Penggunaan Jaringan Telekomunikasi yang 
mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp1,3 Trilyun (Hasil audit 
BPKP Tahun 2012). Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK 
yang diolah Seknas Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA) pada 
tahun 2014, Kementerian atau Lembaga Terindikasi Tindak Pidana Korupsi dan 




Kementerian atau Lembaga 
Terindikasi Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara Tahun 2014 
 
No Kementerian/Lembaga Kerugian Negara *) 
1 Kejaksaan RI 5.433.690 
2 Kementerian Keuangan 5.359.204 
3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3.335.643 
4 Kementerian Kesehatan 332.862 
5 Kementerian ESDM 319.138 
6 Kementerian Kehutanan 163.506 
7 Kementerian Sosial 157.836 
8 Kementerian Agama 119.312 
9 Kementerian Pemuda dan Olahraga 115.447 
10 Kementerian Komunikasi dan Informatika 102.481 
Ket     : *) dalam jutaan Rupiah 
Sumber: IHPS II BPK, diolah Seknas FITRA 
Pemberantasan TPK sebagai salah satu tugas prioritas di bidang politik, 
hukum dan keamanan (polhukam) juga dijalankan oleh Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia dalam hal ini dijalankan oleh bidang tindak pidana khusus. 
Fokus utama pemberantasan TPK oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia 
tidak hanya dapat memidanakan para pelaku tetapi juga harus dapat memulihkan 
kerugian keuangan. Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia 
diketahui bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 telah menangani 
sebanyak 4.344 perkara pada tahap penyelidikan, 4.582 perkara pada tahap 
penyidikan dan 5.749 perkara pada tahap penuntutan. Perkara yang ditangani pada 
tahap penuntutan adalah pelimpahan perkara dari tahap penyidikan Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia dan pelimpahan perkara dari Kepolisian Republik 
Indonesia dari tahap penyidikan. Kerugian keuangan negara yang telah       
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berhasil diselamatkan pada tahap penyidikan dan penuntutan diketahui sebesar 
Rp1.096.237.658.014,00 dan $9,100,000. 
Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, hasil 
penghitungan kerugian Negara menjadi unsur dasar bagi penyidik baik Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maupun 
Kejaksaan Agung (Kejagun) RI membawa pelaku korupsi ke proses hukum. 
Untuk menghitung kerugian keuangan negara diperlukan audit investigatif 
maupun audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang selama ini lazim 
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP secara khusus telah menyiapkan 
diri untuk membantu pemberantasan korupsi dengan membentuk Deputi Bidang 
Investigasi yang salah satu tugasnya adalah membantu aparat penegak hukum 
menghitung besaran nilai kerugian keuangan negara. Untuk mengatur kerjasama 
penanganan kasus, BPKP telah menjalin MoU dengan KPK, Kejaksaan Agung RI, 
Kepolisian RI, dan PPATK. Dalam kerjasama tersebut diatur bahwa BPKP akan 
melakukan audit investigasi untuk kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, 
sedangkan untuk kasus yang sudah dalam tahap penyidikan BPKP akan 
membantu melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Sesuai 
prosedur di BPKP, penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak 
pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah penyidik menemukan unsur melawan 
hukum sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. 
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Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) 
adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan 
pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus 
penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi (BPKP,2012:2). 
Metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP 
adalah  menggunakan actual loss, yaitu menghitung selisih antara uang yang 
dibayarkan oleh pemerintah atas kegiatan tertentu (yang sedang diaudit) dengan 
nilai riil dari prestasi pekerjaan yang diterima. Penghitungan dengan hanya 
menghitung jumlah yang pasti kerugian keuangan negara, sehingga hasil 
perhitungan yang diperoleh adalah terbatas pada aspek finansial, yaitu uang 
negara yang hilang baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada saat 
kejadian.  Metode penghitungan ini tidak memperhitungkan kerugian dari sisi 
nilai waktu uang (time value of money). 
Kerugian Negara mengakibatkan output belanja barang dan jasa 
pemerintah lebih kecil dari yang seharusnya (baik secara kualitas maupun secara 
kuantitas)  yang berdampak negatif bagi sektor ekonomi dan  mengakibatkan 
rakyat menjadi miskin serta terjadinya ketidakseimbangan penghasilan (Chinelo 
Okekeocha, 2013). Contoh kerugian lain selain kerugian dalam bentuk uang 
adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, 




Eddy Mulyadi Soepardi dalam ceramah ilmiah dengan tema “Memahami 
Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi” 
pada 14 Januari 2009 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan mengatakan bahwa 
berdasarkan rumusan keuangan Negara yang dimaksud dalam UU Nomor 
31/1999, maka kerugian keuangan Negara tersebut dapat berbentuk: 
1. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, 
barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.  
2. pengeluaran suatu sumber kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang 
seharusnya menurut kriteria yang berlaku. 
3. hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima 
(termasuk di antaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif). 
4. penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/lebih rendah dari 
yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas 
tidak sesuai). 
5. timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.  
6. timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang 
seharusnya.  
7. hilangnya suatu hak negara/ daerah yang seharusnya dimiliki/diterima 
menurut aturan yang berlaku.  
8. hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.  
Tuanakota (2014) mengatakan bahwa terdapat sembilan pola penghitungan 
kerugian keuangan negara yang dapat digunakan auditor yaitu: 1)kerugian total 
(total loss); 2)kerugian total dengan penyesuaian; 3)kerugian bersih (net loss); 4) 
harga wajar; 5)harga pokok; 6)harga perkiraan sendiri; 7) penggunaan appraiser 
(penilai); 8)biaya kesempatan (opportunity cost); dan 9) bunga sebagai unsur 
kerugian. Adapun dari sisi time value of money (nilai waktu uang) jelas bahwa 
nilai uang dengan jumlah yang sama di hari ini tidak sama dengan dengan  tiga 
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tahun yang lalu. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,-  yang didepositokan 3 tahun 
yang lalu dengan mengasumsikan tingkat bunga 6% pertahun, maka jumlah uang 
tersebut pada hari ini adalah Rp1.191.016.000,- pada hari ini, atau bertambah 
senilai Rp191.016.000,-. (Myers, and Marcus; 2008) 
Audit penghitungan kerugian keuangan negara maupun audit investigatif 
yang dilakukan oleh BPKP selama ini jarang dilaksanakan atas kegiatan yang 
berlangsung pada tahun berjalan, tetapi atas kegiatan – kegiatan yang 
dilaksanakan beberapa tahun sebelum waktu pelaksanaan audit. Berdasarkan data 
Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan pada tahun 
2015, terdapat 411 kasus yang terjadi di tahun 2000 – 2003 dengan jumlah 
kerugian negara sebesar Rp1,332,627,856,973.45, tahun 2014 – 2015 terdapat 57 
kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp208,924,010,489.39, sedangkan 
untuk kegiatan multiyears, pada tahun 2001 – 2013 terdapat 81 kasus dengan 
jumlah kerugian negara sesebar Rp859,007,962,346.04, tahun 2011 – 2015 
terdapat 41 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp189,254,034,110.88, 
dan tahun 2014 – 2019 terdapat 1 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar 
Rp236,915,000.00. Untuk audit investigatif, pada tahun 2000 – 2013 terdapat 85 
kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp194,112,547,692.50, tahun 2014 
sebanyak 14 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp30,944,472,850.70, 
sedangkan untuk kegiatan multiyears, tahun 2004 – 2013 terdapat 19 kasus 
dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp61,049,170,497.86 dan tahun 2014 – 
9 
 
2018 terdapat dua kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar 
Rp6,429,196,308.00. Rincian tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1.2 
Jumlah Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 






 Kerugian Negara  
 Rupiah   USD  
1 2000 29 117,132,466,156.90 907,493.02 
2 2005 1 2,388,963,150.00  
3 2006 1 213,978,300.00  
4 2007 10 62,937,900,796.00  
5 2008 7 5,318,554,188.84  
6 2009 11 12,820,391,828.34  
7 2010 28 90,901,889,295.45  
8 2011 45 139,848,201,935.31  
9 2012 128 524,271,580,554.88  
10 2013 151 376,793,930,767.73 1,000,000.00 
11 2014 55 208,655,567,489.39  
12 2015 2 268,443,000.00  
 Multiyears    
13 2001-2013 1 526,464,591,072.30  
14 2005-2010 6 64,378,768,320.00  
15 2007-2013 2 605,234,000.00  
16 2008-2012 10 8,570,457,556.30  
17 2008-2013 3 2,373,245,145.00  
18 2009-2012 10 34,939,625,925.43  
19 2009-2013 9 13,614,205,656.88  
20 2009-2014 5 12,217,955,749.00  
21 2011-2012 20 107,805,391,155.59  
22 2011-2013 15 88,038,487,765.54  
23 2011-2014 36 141,293,569,949.58  
24 2012-2015 4 47,960,464,161.30  
25 2014-2019 1 236,915,000.00 - 
  Jumlah  590 2,590,050,778,919.76  1,907,493.02  





Laporan Audit Investigatif Deputi Investigasi BPKP Tahun 2015 
NO Tahun Anggaran Jumlah Kasus  Kerugian Negara  
1 2000 4 2,135,784,960.15 
2 2006 3 54,000,000,000.00 
3 2007 1 6,598,500,588.47 
4 2009 1 362,000,000.00 
5 2010 5 6,423,536,240.00 
6 2011 14 9,095,245,747.50 
7 2012 31 79,611,774,930.28 
8 2013 26 35,885,705,226.10 
9 2014 15 30,944,472,850.70 
 (Multi years)   
10 2004-2006 1 1,056,975,493.00 
11 2006-2013 1 200,278,391.40 
12 2009-2010 1 258,190,462.56 
13 2009-2012 1 2,108,284,854.00 
14 2009-2013 1 19,261,850.00 
15 2010-2012 4 16,277,382,910.61 
16 2010-2013 1 190,300,000.00 
17 2011-2012 4 21,019,594,652.39 
18 2011-2013 2 16,458,586,000.00 
19 2011-2014 1 1,586,527,950.00 
20 2012-2013 2 1,873,787,933.90 
21 2013-2018 1 6,281,264,308.00 
22 2014-2015 1 147,932,000.00 
  Jumlah  121 292,535,387,349.06 
Sumber: Pusat Pengolahan Data DeputiBidang  Investigasi BPKP 
 Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 70% kegiatan yang di audit 
adalah tahun anggaran yang sudah lewat tiga sampai 10 tahun yang lalu, kecuali 
beberapa kegiatan tahun jamak (multi years). Atas permasalahan yang diuraikan 
di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian “Perhitungan Kerugian Keuagan 




1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian ini tidak melihat metode penghitungan kerugian negara melalui 
audit penghitungan kerugian negara maupun audit investigatif sebagai kelemahan, 
karena penghitungan ini didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan 
profesionalisme auditor di bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu, untuk 
membatasi ruang lingkup pembahasan, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Bagaimanakah metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan 
oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP)? 
2. Bagaimanakah perhitungan kerugian keuangan negara yang memperhitungkan 
konsep time value of money? 
3. Bagaimanakah implementasi perhitungan kerugian keuangan negara dengan 
mempertimbangkan konsep time value of money? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk menjelaskan bagaimana metode perhitungan kerugian keuangan negara 
yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP).  
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang 
memperhitungkan konsep time value of money. 
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perhitungan kerugian keuangan 




1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagi Regulator (pengambil kebijakan) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengambil kebijakan 
khususnya dalam hal penghitungan kerugian keuangan Negara yang 
mempertimbangkan prinsip – prinsip time value of money. 
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik dan 
dengan analisis yang lebih mendalam sehingga diperoleh pemahaman yang 
lebih jelas. 
3. Bagi Auditor  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan bahwa terdapat 
kerugian non keuangan yang terjadi akibat tindak pidana korupsi yang 
menyebabkan kerugian Negara sehingga penelitian membantu dalam 
melakukan penghitungan kerugian negara. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Skripsi disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 
sebagaiberikut. 
BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang penelitan, 
rumusan masalah, tujuan penelitan, manfat penelitan, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi teori korupsi, teori time value of 
money, tinjauan auditing, audit dengan tujuan tertentu, audit perhitungan kerugian 
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keuangan negara dan audit investigatif serta Pedoman Penugasan Bidang 
Investigasis (PPBI). 
BAB 3 KERANGKA PROSES BERFIKIR DAN LINGKUP STUDI OBYEK, 
bab ini berisi tentang diskusi teoritis, kerangka proses berfikir dan lingkup studi 
obyek. 
BAB 4 METODE PENELITIAN, bab ini berisi tentang jenis dan paradigma 
penelitian, pemilihan tempat penelitian, penentuan subyek penelitian, etika 
penelitian, waktu dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data reabilitas 
dan validitas data. 
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi metode 
penghitungan kerugian negara, kerugian negara dari perspektif time value of 
money, implementasi penghitungan kerugiannegara dengan memperhitungkan 
time value of money, dan pembahasan penelitian, kesimpulan, implikasi, serta 
keterbatasan dan saran penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian 
tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 
selanjutnya. 
BAB 6 KELEBIHAN, KELEMAHAN, DAN USULAN PERBAIKAN DALAM 
PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, bab ini berisi kelebihan 
dan kelemahan penghitungan kerugian negara yang selama ini dilaksanakan oleh 
auditor, kelebihan dan kelemahan penghitungan kerugian negara dengan 
mempertimbangkan time value of money, dan usulan dan perbaikan dalam 
implementasi penghitungan kerugian Negara. 
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BAB 7 KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN, bab ini berisi kesimpulan, 
implikasi, dan saran. 
  
